DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 170/1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT
MASA RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

MASA SIDANG KEDUA TAHUN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN WONOSOBO,

berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota, maka dilaksanakan masa reses guna
menyerap aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD
Kabupaten Wonosobo;

bahwa pada Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten
Wonosobo tanggal 8 Februari 2023 telah menyetujui dan
menetapkan Jadwal Pelaksanaan Masa Reses Anggota DPRD
Kabupaten Wonosobo Masa Sidang Kedua Tahun 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf
a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan
DPRD Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Pelaksanaan
Penyerapan Aspirasi Masyarakat Masa Reses Anggota DPRD
Kabupaten Wonosobo Masa Sidang Kedua Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,



10.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6396);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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11.

Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);
Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat
Masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Masa
Sidang Kedua Tahun 2023.

Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Masa Reses
Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Masa Sidang Kedua
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
dilaksanakan selama 6 (Enam) hari kerja dimulai hari Selasa
tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal
28 Februari 2023.

Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Masa Reses
Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Masa Sidang Kedua
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau
kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihnya guna
menyerap aspirasi masyarakat.

Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib
membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya
pada masa reses sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Wonosobo.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 20 Februari 2023




